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Abstrak: Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis yuridis mengenai adanya
perbedaan penjatuhan pidana terhadap tindak pidana yang memiliki unsur dan
karakteristik serupa, yaitu penganiayaan berat yang dilakukan dengan perencanaan
terlebih dahulu. Adanya disparitas pemidanaan seringkali menimbulkan pertanyaan
mengenai konsistensi hakim dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum bagi
para terdakwa. Adapun rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) bagaimana
konsep disparitas pemidanaan dalam putusan pengadilan; (2) bagaimana formulasi
tindak pidana penganiayaan berat dengan perencanaan dalam hukum pidana; dan (3)
bagaimana aspek disparitas pemidanaan dalam tindak pidana penganiayaan berat
dengan perencanaan terlebih dahulu pada dua putusan tersebut. Metode penelitian
yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan putusan
(comparative case approach) dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui
studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta
analisis terhadap dua putusan pengadilan negeri yang menjadi objek penelitian. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa disparitas pemidanaan terjadi karena perbedaan
persepsi hakim dalam menilai faktor-faktor yang bersifat yuridis maupun non-
yuridis, seperti tingkat kesalahan pelaku, akibat perbuatan terhadap korban, sikap
terdakwa dalam persidangan, serta adanya upaya perdamaian. Namun perbedaan ini
juga menyingkap lemahnya sistem pedoman pemidanaan di Indonesia yang belum
memberikan standar yang jelas dalam menentukan berat ringannya hukuman.
Kesimpulannya bahwa penelitian ini menegaskan pentingnya perumusan pedoman
pemidanaan yang lebih sistematis agar kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan
tetap berada dalam koridor keadilan yang proporsional, sekaligus menjamin
konsistensi penerapan hukum pidana dalam kasus-kasus serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: Disparitas, Pemidanaan, Penganiayaan Berat, Perencanaan, Putusan
Hakim.

Abstract: The focus of this research is directed at a legal analysis regarding the
differences in sentencing for crimes that have similar elements and characteristics,
namely serious assault committed with prior planning. The existence of disparities in
sentencing often raises questions regarding the consistency of judges in upholding
Justice and legal certainty for defendants. The formulation of the research problem
includes: (1) how is the concept of disparity in sentencing in court decisions; (2)
how is the formulation of the crime of serious assault with prior planning in criminal
law; and (3) how is the aspect of disparity in sentencing in the crime of serious
assault with prior planning in the two decisions. The research method used is
normative juridical with a comparative case approach and a conceptual approach.
Data were obtained through a literature review of laws and regulations, legal
literature, and an analysis of two district court decisions that were the object of the
research. The results show that disparities in sentencing occur due to differences in
judges' perceptions in assessing legal and non-legal factors, such as the level of
culpability of the perpetrator, the impact of the act on the victim, the defendant's
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attitude during the trial, and the existence of reconciliation efforts. However, this
difference also reveals the weakness of the sentencing guidelines system in
Indonesia, which does not yet provide clear standards for determining the severity of
punishment. In conclusion, this study emphasizes the importance of formulating
more systematic sentencing guidelines to ensure that judges' discretion in issuing
decisions remains within the bounds of proportional justice, while also ensuring
consistent application of criminal law in similar cases in the future.

Keywords: Disparity, Sentencing, Serious Assault, Planning, Judicial Decisions.

PENDAHULUAN

Tindak pidana terhadap tubuh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
secara umum dikenal dengan istilah penganiayaan, yang bertujuan melindungi kepentingan
hukum atas tubuh manusia dari perbuatan penyerangan yang menimbulkan rasa sakit, luka,
hingga kematian'. Pengaturan mengenai penganiayaan dalam KUHP lama (Wetboek van
Strafrecht/ WvS) terdapat dalam Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. Pasal-pasal
tersebut mengatur berbagai bentuk penganiayaan, mulai dari penganiayaan biasa, ringan,
berencana, berat, hingga penganiayaan berat yang direncanakan. Fokus penelitian ini adalah
tindak pidana penganiayaan berat dengan perencanaan terlebih dahulu sebagaimana diatur
dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP, yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas
tahun.

Penelitian ini menggunakan KUHP lama sebagai dasar normatif utama karena hingga
saat ini KUHP Nasional yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
belum berlaku efektif. Berdasarkan Pasal 624 KUHP Nasional, undang-undang tersebut baru
mulai berlaku pada tahun 2026. Oleh karena itu, terhadap tindak pidana yang terjadi dan
diperiksa sebelum tahun tersebut, hukum positif yang berlaku tetap mengacu pada KUHP
lama?. Meskipun demikian, dalam kerangka pembaruan hukum pidana nasional, penelitian ini
juga membandingkan ketentuan KUHP lama dengan KUHP Nasional guna memberikan
gambaran mengenai arah reformasi hukum pidana di Indonesia.

Dalam KUHP Nasional, pengaturan mengenai tindak pidana terhadap tubuh
direformulasi dan disusun kembali secara lebih sistematis dalam Bab XIX Pasal 467 sampai
dengan Pasal 473. Pasal 467 mengatur penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan
ancaman pidana paling lama tujuh tahun, sedangkan Pasal 468 ayat (1) mengatur
penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu dengan ancaman pidana
paling lama sembilan tahun. Jika dibandingkan dengan KUHP lama, terlihat adanya
penurunan ancaman pidana dari dua belas tahun menjadi sembilan tahun. Perubahan ini
mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju
pendekatan yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada keadilan substantif serta
rehabilitasi pelaku.’

Secara konseptual, penganiayaan mencakup empat bentuk perbuatan yang dilakukan
dengan sengaja, yaitu: menyebabkan penderitaan atau perasaan tidak nyaman, menyebabkan
rasa sakit, menyebabkan luka, dan merusak kesehatan. Penganiayaan berat dengan
perencanaan terlebih dahulu merupakan gabungan antara unsur penganiayaan berat (Pasal
354 ayat (1) KUHP) dan unsur perencanaan (Pasal 353 ayat (2) KUHP). Unsur kesengajaan
dalam tindak pidana ini diarahkan pada timbulnya luka berat, bukan pada akibat kematian
korban.*

! Ismu Gunadi, (2015), Jonaedi efendi, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana), him 96.

2 Mutmainna L. Penghapusan Frasa Dengan Sengaja Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Nasional.
Inproceedings Of Airlangga Faculty Of Law Colloquium, (2024) Nov 24, Vol. 1, hlm. 345-357.

3 Rini Ristiawati “Kebebasan Hakim Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam” , Banua Law
Review, vol. 2 (2020): hlm. 71

4 Hamzah, A. (2015). Detik-detik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 23-42.
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Penelitian ini juga menyoroti persoalan disparitas putusan hakim, yaitu perbedaan
penjatuhan pidana terhadap tindak pidana yang sama atau memiliki tingkat keseriusan yang
sebanding. Disparitas pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menghapus perbedaan hukuman,
melainkan untuk memperkecil kesenjangan yang terlalu jauh sehingga tidak menimbulkan
ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Harkristuti Harkrisnowo mengelompokkan
disparitas pemidanaan ke dalam empat kategori, antara lain disparitas pada tindak pidana
yang sama, tingkat keseriusan yang sama, putusan oleh majelis yang sama, dan putusan oleh
majelis yang berbeda.

Disparitas putusan erat kaitannya dengan kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana
sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman. Hakim dituntut untuk bersifat independen dan bebas dari pengaruh pihak mana
pun, namun kebebasan tersebut juga berpotensi menimbulkan perbedaan putusan yang
mencolok apabila tidak disertai pedoman pemidanaan yang jelas. Hakim tidak boleh sekadar
menjadi “mulut undang-undang”, tetapi juga tidak boleh menjadikan kehendak pribadi
sebagai dasar putusan. Dalam praktiknya, hakim dapat berperan sebagai penerap undang-
undang, penafsir hukum, maupun pembentuk hukum untuk menjawab kekosongan atau
ketidakjelasan norma.

Penelitian ini secara khusus menganalisis dua putusan, yaitu Putusan Nomor
929/Pid.B/2023/PN.Lbp dan Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN.Bta, yang sama-sama
berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan berat dengan perencanaan terlebih dahulu.
Dalam Putusan PN Lubuk Pakam, terdakwa dijatuhi pidana delapan tahun penjara, bahkan
lebih berat dari tuntutan jaksa enam tahun penjara. Sebaliknya, dalam Putusan PN Baturaja,
terdakwa hanya dijatuhi pidana dua tahun sepuluh bulan penjara, lebih ringan dari tuntutan
jaksa tiga tahun penjara, meskipun korban merupakan pejabat yang sedang menjalankan
tugas yang sah.’

Perbedaan penjatuhan pidana dalam kedua putusan tersebut menunjukkan adanya
disparitas pemidanaan yang signifikan terhadap tindak pidana yang memiliki karakteristik
serupa. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis faktor-faktor
penyebab disparitas putusan hakim, menilai proporsionalitas pemidanaan, serta mendorong
perumusan pedoman pemidanaan yang lebih jelas guna menjamin kepastian hukum dan rasa
keadilan bagi masyarakat, korban, maupun pelaku tindak pidana.

METODE

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah untuk
menggali dan memecahkan permasalahan hukum berdasarkan fakta dan norma yang berlaku.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian
yang mengkaji hukum dari sisi normatifnya dengan menelaah norma-norma dalam hukum
positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan
(statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual
approach).® Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai peraturan
hukum yang relevan, sementara pendekatan kasus difokuskan pada analisis putusan
pengadilan, khususnya Putusan Nomor 929/Pid.B/2023/PN.Lbp dan Putusan Nomor
25/Pid.B/2024/PN.Bta.” Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan
memperdalam konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penganiayaan berat berencana
dan disparitas pemidanaan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui
studi kepustakaan. Data tersebut terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan

3 Pengadilan Negeri Baturaja, Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/Pn.Bta, Him.4.
¢ Johnny Ibrahim, Op.Cit., him. 302.
7 Ibid., him. 321.
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perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa
buku, artikel, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan
ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui library research dengan
alat studi dokumen. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif normatif
dengan cara mengorganisasikan dan menginterpretasikan data secara sistematis dan rasional
guna memberikan jawaban atas permasalahan penelitian yang dikaji.®

HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep Disparitas Pemidanaan Dalam Putusan Pengadilan

Disparitas pemidanaan pada dasarnya dipahami sebagai perbedaan penjatuhan pidana
terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan sejenis atau memiliki tingkat
keseriusan yang dapat dibandingkan, namun dijatuhi hukuman yang berbeda secara
signifikan tanpa dasar pembenaran hukum yang proporsional.” Disparitas tidak semata-mata
dimaknai sebagai adanya perbedaan hukuman, melainkan sebagai perbedaan yang tidak
didasarkan pada kategori hukum yang sah dan rasional.!” Dengan demikian, dua perkara
dengan unsur delik, akibat, dan tingkat kesalahan yang relatif sama seharusnya menghasilkan
putusan yang sebanding. Ketika perbedaan tersebut terlalu mencolok dan tidak disertai alasan
hukum yang jelas, maka kondisi tersebut menimbulkan persoalan keadilan dan kepastian
hukum.

Dalam praktik peradilan pidana, disparitas pemidanaan muncul karena hakim memiliki
kewenangan untuk menilai fakta dan menentukan berat-ringannya pidana berdasarkan
pertimbangan yuridis maupun non-yuridis. Perbedaan persepsi hakim dalam menafsirkan
fakta hukum, menilai keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta memahami tujuan
pemidanaan sering kali melahirkan putusan yang beragam. Muladi dan Barda Nawawi Arief
menegaskan bahwa disparitas pemidanaan menjadi problematik apabila perbedaan tersebut
tidak memiliki justifikasi hukum yang proporsional.!! Sementara itu, Harkristuti Harkrisnowo
mengelompokkan disparitas ke dalam beberapa kategori, mulai dari disparitas pada tindak
pidana yang sama, tingkat keseriusan yang sama, putusan oleh majelis yang sama, hingga
putusan oleh majelis hakim yang berbeda. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa disparitas
merupakan fenomena struktural dalam sistem peradilan pidana, bukan sekadar penyimpangan
individual.

Fenomena disparitas pemidanaan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-
negara dengan sistem hukum kontinental seperti Belanda. Sistem hukum pidana Indonesia
yang berakar pada Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda turut mewarisi tradisi pemberian
ruang kebebasan yang luas bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.'? Pergeseran paradigma
dari aliran klasik menuju neo-klasik dalam hukum pidana Belanda menempatkan keadilan
individual dan proporsionalitas pidana sebagai prioritas utama, meskipun konsekuensinya
adalah berkurangnya keseragaman pemidanaan. Paradigma tersebut kemudian diadopsi
dalam sistem hukum Indonesia, sehingga hakim diberi ruang diskresi yang luas dalam
menentukan pidana sepanjang tidak melampaui batas maksimum yang ditentukan undang-
undang.

8 Ibid., hlm. 22.

% Gulo, Nimerodi. “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana” Masalah-masalah Hukum 47, No. 3 (2018) : him. 215-
227.

10 Tbud., Hlm. 222

" Wicaksono, E. (2024). Analisis Yuridis Disparitas Pembebanan Biaya Perkara Terhadap Terdakwa Yang Dijatuhi
Pidana Penjara Seumur Hidup. (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

12 Shodiq, M. (2025). Hukum Pidana Perbandingan. Takaza Innovatix Labs. Hlm.23-34.
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Di Indonesia, disparitas pemidanaan erat kaitannya dengan sistem ancaman pidana
maksimum dalam KUHP serta ketiadaan pedoman pemidanaan yang baku !'*. Hakim
diberikan kebebasan menjatuhkan pidana sesuai keyakinannya selama berada dalam rentang
ancaman pidana yang ditentukan undang-undang. Sudarto menegaskan bahwa pedoman
pemidanaan diperlukan untuk membantu hakim menjatuhkan pidana secara proporsional dan
rasional setelah terbukti adanya tindak pidana. Tanpa pedoman tersebut, kebebasan hakim
berpotensi melahirkan putusan yang inkonsisten dan sulit dipertanggungjawabkan secara
objektif. Oleh karena itu, disparitas pemidanaan tidak dipandang sebagai sesuatu yang harus
dihapuskan sepenuhnya, melainkan perlu diarahkan agar bersifat rasional dan dapat
dijelaskan secara hukum.

Secara teoritis, penyebab disparitas pemidanaan dapat ditelusuri dari beberapa faktor
utama. Pertama, faktor kebebasan dan independensi hakim yang dijamin oleh UUD 1945 dan
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kebebasan ini
memberikan ruang bagi hakim untuk menggunakan diskresi yudisial dalam menjatuhkan
putusan. Kedua, faktor ratio decidendi, yaitu alasan pokok yang menjadi dasar putusan
hakim. Perbedaan dalam penalaran hukum dan argumentasi yuridis dapat menghasilkan
putusan yang berbeda meskipun perkaranya serupa. Ketiga, adanya dissenting opinion dalam
majelis hakim mencerminkan perbedaan pandangan hukum yang sah, namun sekaligus
menunjukkan potensi variasi pemidanaan. Keempat, doktrin res judicata pro veritate habetur
yang menegaskan bahwa putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap harus dianggap
benar, meskipun substansi putusan tersebut mengandung perbedaan yang mencolok dengan
putusan lain. !4

Selain faktor normatif dan teoritis, disparitas pemidanaan juga dipengaruhi oleh faktor
subjektif hakim, faktor objektif perkara, serta faktor eksternal dan sosial. Faktor subjektif
hakim mencakup sikap apriori, stabilitas emosional, arogansi kekuasaan, dan moralitas
hakim. Hakim yang kehilangan objektivitas atau terpengaruh oleh emosi dan ego personal
berpotensi menjatuhkan putusan yang tidak proporsional. Faktor objektif perkara meliputi
peran terdakwa, kualitas alat bukti, tingkat kesalahan, serta akibat yang ditimbulkan. Prinsip
individualisasi pidana memungkinkan hakim menjatuhkan pidana yang berbeda apabila
kondisi faktual perkara tidak sepenuhnya identik. Adapun faktor eksternal dan sosial
mencakup tekanan publik, sorotan media, serta ekspektasi masyarakat terhadap efek jera,
yang secara tidak langsung dapat memengaruhi orientasi pemidanaan hakim.

Disparitas pemidanaan menimbulkan dampak yang luas, tidak hanya terhadap pelaku
dan korban, tetapi juga terhadap sistem peradilan pidana dan masyarakat secara keseluruhan.
Bagi pelaku, disparitas dapat menimbulkan rasa ketidakadilan, menurunkan kepercayaan
terhadap hukum, serta menghambat tujuan rehabilitasi. Pelaku yang dijatuhi hukuman lebih
ringan cenderung tidak jera, sementara pelaku yang menerima hukuman lebih berat merasa
menjadi korban ketidakadilan. Bagi korban, disparitas pemidanaan dapat memperdalam
trauma dan menimbulkan persepsi bahwa negara gagal memberikan perlindungan hukum
yang layak. Dalam konteks masyarakat, disparitas pemidanaan melemahkan kepercayaan
publik terhadap lembaga peradilan, mendorong sikap apatis, bahkan memicu tindakan main
hakim sendiri.

Dari perspektif filosofis, disparitas pemidanaan mencerminkan kegagalan hukum dalam
memadukan nilai kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sebagaimana dikemukakan
oleh Gustav Radbruch. Ketika perbedaan pemidanaan terlalu mencolok, hukum kehilangan

13 Nazla, E. N. D. (2023). Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Secara
Bersama-Sama (Studi Komparatif Putusan Tindak Pidana Korupsi) (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung
(Indonesia)).

14 Purwantono, R. A., & Sembiring, S. N. (2025). Amicus Curiae Konsep, Praktik, Dan Tantangan Penerapannya Di
Indonesia. PT. Rajagrafindo Persada-Rajawali Pers.Hlm. 24-23.
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fungsinya sebagai instrumen keadilan sosial. Teori kebebasan hakim menjadi pisau analisis
yang relevan untuk memahami fenomena ini. Kebebasan hakim merupakan prasyarat bagi
terwujudnya keadilan substantif, namun tanpa pengendalian melalui pedoman pemidanaan
dan pengawasan yang efektif, kebebasan tersebut justru dapat melahirkan ketidakpastian dan
ketidakadilan. !> Oleh karena itu, tantangan utama sistem peradilan pidana bukanlah
menghapus kebebasan hakim, melainkan memastikan bahwa kebebasan tersebut digunakan
secara konsisten, rasional, dan bertanggung jawab demi menjamin persamaan di hadapan
hukum dan keadilan bagi semua pihak.!®

Formulasi Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan Perencanaan Dalam Hukum
Pidana

Perencanaan dalam tindak pidana merupakan manifestasi kehendak jahat (dolus malus)
yang tersusun secara sistematis dan matang, ditandai oleh adanya jarak waktu antara
timbulnya niat dan pelaksanaan perbuatan pidana. Jarak waktu tersebut memberi kesempatan
bagi pelaku untuk berpikir tenang, menimbang akibat, bahkan membatalkan niatnya, namun
pelaku tetap memilih melanjutkan perbuatannya. Inilah yang membedakan tindak pidana
berencana dengan perbuatan yang dilakukan secara spontan. Secara dogmatis, perencanaan
dipahami sebagai bagian awal dari actus reus yang telah didahului refleksi intelektual dan
volisional, sedangkan secara moral dan sosial perencanaan menunjukkan tingkat kesalahan
yang lebih tinggi karena pelaku bertindak dengan kesadaran penuh terhadap dampak
perbuatannya. Oleh karena itu, sistem hukum pidana Indonesia menempatkan perencanaan
bukan sekadar sebagai faktor pemberat, melainkan sebagai indikator derajat kriminalitas yang
mencerminkan kualitas kesalahan pelaku.!”

Hubungan antara niat dan perencanaan menjadi aspek penting dalam hukum pidana.
Utrecht memaknai niat sebagai kehendak yang diarahkan pada terjadinya akibat yang
dilarang undang-undang, yang berkembang menjadi perencanaan ketika pelaku mulai
memikirkan cara merealisasikan akibat tersebut. Tidak semua niat berkembang menjadi
perencanaan, karena niat dapat bersifat spontan tanpa persiapan matang.'® Dalam pandangan
Utrecht dan teori Vorsatz Von Liszt, perencanaan merupakan kesengajaan yang telah melalui
refleksi, di mana pelaku memahami akibat perbuatannya dan tetap menghendakinya setelah
berpikir tenang. Unsur waktu dan kesempatan untuk merenung menjadi elemen kunci untuk
menilai apakah suatu perbuatan dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Motif memang
bukan unsur tindak pidana, namun keberadaannya membantu hakim memahami konteks batin
pelaku, terutama untuk membedakan antara tindakan spontan dan tindakan yang dirancang
secara sadar, seperti dalam penganiayaan berat yang dilakukan setelah menyiapkan alat dan
menunggu waktu tertentu.

Pembuktian unsur perencanaan merupakan tantangan dalam praktik peradilan karena
berkaitan dengan kondisi batin pelaku yang bersifat abstrak. Oleh sebab itu, pembuktiannya
dilakukan melalui indikator objektif yang tercermin dari rangkaian perbuatan lahiriah
sebelum, saat, dan sesudah tindak pidana. Teori psychological inference dan behavioral
evidentiary framework menegaskan bahwa niat dan rencana dapat disimpulkan dari perilaku
konkret seperti pengintaian korban, persiapan sarana, pemilihan waktu, serta upaya
menghilangkan jejak. Hakim harus menilai secara cermat agar fakta yang ditafsirkan benar-

15 Wasim, M. S. A. (2024). Formulasi Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika (Doctoral
Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

16 Tbid., Hlm. 24-29.

17 Afrizal, R. Ramadani. “Analisis Yuridis Terhadap Unsur Kesenjangan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan
Berencana.” Jurnal Mahasiswa Hukum 2, No. 1 (2025): hlm. 47-53.

18 Suryanto, N. (Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Secara
Bersama-sama yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 141/Pid. B/2020/Pn.Kndl) (Doctoral Dissertation,
Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
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benar menunjukkan perencanaan dan bukan sekadar reaksi emosional sesaat. Prinsip in dubio
pro reo tetap harus dijunjung tinggi, sehingga keraguan yang rasional mengenai keberadaan
unsur perencanaan harus menguntungkan terdakwa.

KUHP sendiri tidak memberikan definisi eksplisit mengenai “perencanaan terlebih
dahulu”, sehingga penafsirannya berkembang melalui doktrin dan yurisprudensi. Para ahli
seperti R. Soesilo, Moeljatno, dan Andi Hamzah menyatakan bahwa perencanaan ada apabila
niat telah terbentuk sebelum perbuatan, terdapat tenggang waktu yang cukup, dan selama
waktu tersebut pelaku berada dalam keadaan sadar serta tenang. Pandangan ini sejalan
dengan Simons yang merumuskan unsur perencanaan sebagai adanya niat jahat, tenggang
waktu, dan kesadaran penuh pelaku.! Yurisprudensi Mahkamah Agung menegaskan bahwa
perencanaan tidak terpenuhi apabila perbuatan dilakukan dalam keadaan marah, panik, atau
dorongan emosional, meskipun terdapat persiapan alat. Pemenuhan unsur perencanaan
berimplikasi langsung pada pemidanaan, karena menunjukkan tingkat dolus yang lebih tinggi
dan pertanggungjawaban pidana yang lebih berat, sejalan dengan teori kesalahan normatif
dan kebebasan hakim dalam menilai pembuktian secara rasional.

Pemberatan sanksi terhadap penganiayaan berat dengan perencanaan memiliki dasar
moral, sosial, dan yuridis yang kuat. Perencanaan mencerminkan bentuk kesengajaan paling
berat (dolus premeditatus), karena pelaku secara sadar menghendaki akibat setelah melalui
proses deliberasi batin. Dari perspektif tujuan pemidanaan, sanksi berat berfungsi sebagai
pembalasan yang adil sekaligus pencegahan umum dan perlindungan sosial. Dalam kerangka
teori perbuatan melawan hukum, perbuatan pidana tidak hanya melanggar hukum positif
secara formil, tetapi juga bertentangan dengan nilai keadilan, kepatutan, dan norma sosial
secara materil. Penganiayaan berat berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 353 KUHP
menunjukkan pelanggaran serius terhadap hak fundamental korban dan ketertiban sosial.
Ancaman pidana yang berat mencerminkan asas culpae poena par esto, bahwa hukuman
harus sebanding dengan tingkat kesalahan. Dengan demikian, unsur perencanaan
mempertegas intensitas kesengajaan dan kerugian sosial yang ditimbulkan, sekaligus
menegaskan bahwa hukum pidana berfungsi menjaga keseimbangan moral dan rasa keadilan
masyarakat.

Aspek Disparitas Pemidanaan Pada Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan
Perencanaan Terlebih Dahulu

Dua putusan pengadilan yang dianalisis menunjukkan perbedaan pola penilaian hakim
terhadap unsur perencanaan, kesengajaan, serta implikasinya terhadap pemidanaan dalam
perkara penganiayaan berat. Dalam Putusan Nomor 929/Pid.B/2023/PN.Lbp, peristiwa
bermula dari perselisihan yang berkembang menjadi kekerasan bersama di muka umum.
Fakta persidangan mengungkap bahwa para terdakwa telah melakukan pertemuan terlebih
dahulu untuk membahas cara memberikan “pelajaran” kepada korban, sehingga hakim
meyakini adanya unsur perencanaan. Unsur delik Pasal 170 ayat (2) ke-2e KUHP dinilai
terpenuhi karena kekerasan dilakukan secara bersama-sama, disertai kesadaran dan kehendak
yang sama untuk melukai korban.?’ Pembuktian diperkuat dengan keterangan saksi,
keterangan terdakwa, serta visum et repertum yang menunjukkan korban mengalami luka
berat sebagaimana dimaksud Pasal 90 KUHP. Majelis hakim menilai bahwa meskipun peran
masing-masing terdakwa berbeda, kehendak kolektif untuk melakukan kekerasan menjadikan
mereka bertanggung jawab secara bersama, sehingga penerapan Pasal 170 KUHP dinilai

19 Rizqiga, Larasati Dwi. And Budi Arta Atmaja. “Penentuan Mens Rea Dalam Unsur Perencanaan Pada Perkara
Penganiayaan Pasal 353 Ayat 2 KUHP. “Jurnal Belo 6.2 (2021): hlm. 126-147.

20 Mahanantiyo, B.,& Jaya, N. S. P. (2018). Tinjauan Yuridis Peranan Visum Et Repertum Yang Tidak Sesuai
Dengan Kenyataan Alat Bukti Dalam Penjatuhan Putusan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal Studi Kasus:
Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 5/Pid. Sus/2017/Pn. Kdl (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum).
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tepat tanpa perlu menguraikan penyertaan secara terpisah. Putusan ini secara yuridis telah
memenuhi syarat pembuktian formil dan materil, namun secara sosiologis menimbulkan
diskursus mengenai konsistensi pemidanaan bila dibandingkan dengan perkara lain yang
memiliki karakteristik serupa.

Sementara itu, Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN.Bta berkaitan dengan tindak pidana
penganiayaan berat berencana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap seorang anggota
kepolisian yang sedang melaksanakan tugas penyidikan. Fakta hukum menunjukkan bahwa
terdakwa secara sadar membawa senjata tajam dan melakukan penusukan berulang kali
terhadap korban, menyebabkan luka serius pada beberapa bagian tubuh. Majelis hakim
menilai bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur Pasal 355 ayat (1) KUHP jo Pasal 356 ke-
2 KUHP karena penganiayaan dilakukan dengan rencana dan ditujukan kepada pejabat yang
sedang menjalankan tugas sahnya. Pembuktian didasarkan pada keterangan saksi-saksi, alat
bukti surat berupa visum et repertum, serta adanya surat perintah tugas dan penyidikan yang
menegaskan status korban sebagai aparat negara. Dari sisi non yuridis, perbuatan terdakwa
dipandang memberatkan karena dilakukan untuk melarikan diri dari penangkapan tindak
pidana lain, meskipun terdapat keadaan meringankan berupa sikap kooperatif terdakwa di
persidangan. Atas dasar tersebut, hakim menjatuhkan pidana yang lebih berat dibanding
putusan PN Lubuk Pakam.

Perbandingan kedua putusan tersebut memperlihatkan adanya disparitas pemidanaan
yang cukup signifikan, meskipun sama-sama melibatkan unsur kekerasan berat dan
perencanaan. Dalam perkara PN Baturaja, pidana dijatuhkan lebih berat karena adanya faktor
pemberat berupa status korban sebagai pejabat negara yang sedang menjalankan tugas,
sebagaimana dimaksud Pasal 356 KUHP. Secara normatif, ketentuan ini memang dirancang
untuk memberikan perlindungan khusus terhadap aparat negara demi menjaga wibawa dan
efektivitas penegakan hukum. Namun, dalam praktiknya, perbedaan penilaian hakim terhadap
intensitas kesengajaan, perencanaan, serta dampak sosial dari perbuatan menimbulkan
pertanyaan tentang batas toleransi disparitas pemidanaan dalam sistem peradilan pidana.

Analisis ini menjadi relevan dalam konteks transisi dari KUHP lama (WvS) menuju
berlakunya penuh KUHP 2023. KUHP baru menekankan keseimbangan antara kepastian
hukum, keadilan substantif, dan nilai kemanusiaan. Putusan PN Lubuk Pakam masih
mencerminkan corak pemidanaan klasik yang menitikberatkan pada aspek retributif,
sedangkan Putusan PN Baturaja menunjukkan kecenderungan perlindungan institusional dan
proporsionalitas pidana. Kedua putusan tersebut dapat dibaca sebagai bagian dari dinamika
dan evolusi praktik peradilan pidana Indonesia dalam menyesuaikan diri dengan paradigma
hukum pidana nasional yang lebih humanis namun tetap tegas.?!

Dengan demikian, disparitas pemidanaan yang muncul tidak hanya mencerminkan
kebebasan hakim dalam menilai bukti dan fakta, tetapi juga menunjukkan tantangan besar
dalam menjaga konsistensi pemidanaan di masa transisi hukum. Ke depan, diperlukan
penalaran hukum yang selaras dengan semangat KUHP 2023 agar penerapan hukum pidana
mampu menjamin keadilan substantif, perlindungan terhadap pejabat negara, serta
kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Prinsip proporsionalitas dan konsistensi harus
menjadi pijakan utama, sehingga pemidanaan tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga adil
secara sosial dan moral.

KESIMPULAN

Disparitas pemidanaan merupakan konsekuensi dari adanya judicial discretion yang
memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana berdasarkan keyakinan,
fakta hukum, serta kondisi individual terdakwa. Kebebasan ini penting untuk mewujudkan

2l Anda, A. (2022). Tinjauan Yuridis Kedudukan Hukum Terhadap Saksi Testimonium de Auditu Dalam Sistem
Peradilan Pidana (Master’s Thesis, Universotas Islam Sultan Agung (Indonesia).
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keadilan substantif, namun pada saat yang sama berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan
pemidanaan antarperkara yang serupa. Oleh karena itu, upaya meminimalkan disparitas perlu
dilakukan melalui penyusunan pedoman pemidanaan yang jelas, penguatan integritas hakim,
serta peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum secara berkelanjutan.

Dalam konteks tindak pidana penganiayaan berat dengan perencanaan terlebih dahulu
sebagaimana diatur dalam Pasal 353 KUHP, unsur perencanaan menjadi faktor pembeda
utama yang berimplikasi pada pemberatan pidana. Namun, penilaian terhadap unsur ini
sangat bergantung pada interpretasi hakim terhadap alat bukti dan rangkaian peristiwa.
Perbandingan ~ Putusan ~ Nomor  929/Pid.B/2023/PN.Lbp dan  Putusan = Nomor
25/Pid.B/2024/PN.Bta menunjukkan adanya perbedaan lamanya pidana meskipun jenis
tindak pidananya serupa, yang dipengaruhi oleh variasi penilaian terhadap tingkat kesalahan,
akibat bagi korban, sikap terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan,
sehingga disparitas tersebut mencerminkan perbedaan penilaian yudisial, bukan pelanggaran
hukum.
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